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BUPATILEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 36 TABU!f 2018 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SATYALA.N'CANA KARYA SATYA 
DI LJNGKUlfGAN PEMERINTAB KABUPATEN LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara telah disebutkall bahwa Pegawaj Negetj $ipil 
yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, 
kecakapan, kejujuran, keclisiplinan dan prestasi kerja 
dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan 
penghargaan; 

b. bahwa sebagai salah satu wujud kepedulian dan dalam 
rangka memberikan pengakuan dan apres1as1 
Pemerintah Daerah atas prestasi dan/ atau keteladanan 
yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah 
menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan 
darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah 
Kabupaten Lebong, dipandang perlu untuk diberikan 
penghargaan berupa piagam Satyalancana Karya Satya 
X, XX, dan XXX tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
masih aktif; 

c. bahwa sebagai salah satu bentuk penghargaan 
pemerintah Kabupaten Lebong kepada pegawai Negeri 
sipil penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya 
Satya adalah dengan memberikan uang penghargaan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huryf c p('rlu 
clitetapkan dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang--Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pemben~ Kabupatcn Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, 
Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50231: 
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4. 

5. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntukan Peraturan Perundang - undangan 
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negar-d Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5115); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lemb,mm 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 
Nomor 5258); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Paerah 
Kabupaten LebongTahun 2016 Nomor 10); 
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Menetapkan PERATURAK BUPATJ LEBONG TENT.ANG PEDOMAl'f 
PEMBERIAN PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA 
SATYA DJ LJNGKUNGAN PEIIERJNTAH KABUPATEN 
LEBONG 

BAB J 
KETENTtJAN l11WVM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 
2 . Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing - masing. 

3 . Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah 
Kal>1Jpat~ a(lalall. JJ.n.!!YT ix:nyel!mggara Pemerintall.a.n Kabupatl:n yang 
terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten. 

4. Bupati adalah Bupati Le bong. 
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Lebong. 
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri 

Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong. 
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur 

Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri 
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain. 

8. Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang 
sel!l,nju.tnya, c!isebu.t BKPSDM a,cl!l,la,h Ba,cla,n K~pega,wa,ia,n cl!\ll 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong. 

9. Penghargaan adalah pemberian berupa piagam, medali Satyalancana Karya 
Satya X, XX, XXX tahun serta uang penghargaan bagi PNS yang masih aktif. 

10. PNS aktif adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih bekerja secara terus 
menerus sampai dengan saat ini yang belum memasuk:i batas usia pensiun 
dan memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan 
berprilaku moral yang baik, dan telah dinilai dan dipilih oleh Tim Penilai. 

11. Batas Usia Pensiun adalah Batas akhir bekerja sebagaimana diatur dalarn 
Pasal 90 huruf (a), dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara. 

ti. Tim P~ni!aj ;,,claj!!h Tim y;,,ng c!iangkat dan ditetapkan <,iengan Keputusan 
Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/ atau Pejabat Fungsional 
Tertentu yang berasal dari OPD dan/atau lnstansi yang tugas pokok dan 
fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Teladan. 

BABU 
PBMBBRJAN PENGBARGAAJf 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 2 

(1) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dapat diberikan 
penghargaan oleh Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten. 

(2) Penghargaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS aktif 
yang prestasi, Joyalitas dan dedikasi yang tinggi selama bekerja di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lebong. 
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Penerima Penghargaan 
Pasal3 

(1) Penerima penghargaan berupa piagam, medali Satyalancana Kacya Satya serta 
uang penghargaan adalah PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai 
peraturan yang berlalru. 

(2) Jumlah nominatif untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) 
yaitu untuk kategori: 
a. PNS Teladan Jabatan Pimpinan Tinggi setara Eselon II sebanyak 2 (dua) 

orang; 
b . PNS Teladan Jabatan Administrator setara Eselon Ill sebanyak 3 (tiga) 

orang; 
c. PNS Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon N ke bawah sebanyak 3 

(tiga) orang; 
d. PNS Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum sebanyak 2 (dua) 

orang; dan 
e. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 10 (sepuluh) orang. 

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tidak diberikan apabila 
diberhentikan sebagai PNS karena ni~langg™" ~r!!rnnm P~nl!!Ql\IJg-l)ngimgim 
yang berlalru. 

Pasal4 

(1) Apabila PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah meninggal dunia 
atau berhalangan hadir pada waktu pemberian penghargaan, maka penerima 
penghargaan adalah ahli waris dari PNS yang bersangkutan. 

•. 
(2) Pemberian penghargaan dilaksanakan dengan acara khusus yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong. 

BABW 
BEIJTUK PENGHARGAAH 

Pasal 5 

(1) Bentuk Penghargaan yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong 
adalah sebagai berikut : 
a. piagam penghargaan berupa Satyalancana Kacya Satya X, XX, XXX tahun 

kepada PNS yang masih aktif; 
t;,. m~aji ~!!shm!!!!!! bernpll $,1tyaj@<;:!l!!!! K,,.rya S,lty,1 X, XX, XXX Wtun 

kepada PNS yang masih aktif; 
c. uang penghargaan; 

(2) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar: 
a . Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) bagi penerima Tanda Kehormatan 

satyalancana Kacya satya 30 (tiga puluh) tahun; 
b. Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi penerima Tanda 

Kehormatan satyalancana Karya satya 20 (dua puluh) tahun; dan 
c. Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) bagi penerima Tanda Kehormatan 

satyalancana Karya satya 10 (sepuluh) tahun. 

(3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diserahterimakan pada saat Harl Ulang Tahun Kabupaten Lebong atau 
upacara hari besar lainnya. 
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PERSYARATAN 

Pasal 6 

Persyaratan pemilihan PNS Teladan Berprcstasi meliputi: 
a. Formulir penila.ian telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala OPD; 
b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir; 
c. Daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala OPD; 
d. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat 

berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak 
puas dalam 2 (dua) tahun terakhir dari lnspektorat; 

e. Surat pemyataan dari Kepala OPD yang menerangkan bahwa yang 
bersangkuLan lidak pemah mclakukan pcrbuatan tercela, baik dalam 
kedinasan maupun di lingkungan masyarakat; 

f. Photo copy SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkal Terakhir dilegalisir; 
g. Photo copy SK Konversi NIP dilegalisir 
h. Photo copy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir; 
1. Photo copy Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satyalancana Karya Satya, 

Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dilegalis ir oleh Kepala OPD; 

j . Photo copy Sertifikat Diklat Struktural, Diklat Fungsional, maupun Diklat 
Teknis yang dilegalisir oleh Kepala OPD; 

k. Photo copy ljazu.h pcndidikan formal terakhir dilegalisir: dan 
I. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak l (satu) lembar. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa17 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Bcrita Dacrah Kabupatcn Lebong. 

Ditetapkan di TUBE! . 
pad a tanggal .2. B '¢""" J 2018 

Oiundangkan di Tubei 
pada tanggal ~8 7-wu 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPAT~BONG, 

H. MIRW" EFFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEB 

PEMERINTAH KABUPATEH lEBONG 
BAGIAN HUKUM 

?I,. BUPATI LEBONO, /y 
?}/IS 
/-,:;, 

N 2018 NOMOR 3(, 
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Nomor 3t '.l'ahun 2018 
Tanggal 6-8 ~ 2018 

FORMULIR PE!flLAlAN 
SELEKSI IJ8tJLAlf PE1IERDL\ PElfOBARGAAlf SATYALAll'CAIIA KARYA SATYA 

KABUPATEJI' LEBOKO TABUK •.•.•....•.. 

Kategori 
Nama 
NIP 
Pangkat/Gol. Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 

KO 
1 Utama 

Prestasi Keria 
Kedisinlinan 
Masa Keria 
Kecakaoan 
Keteramoilan 

: X/XX/'XXX 

Uil'SOR PEIOLAIAl'I 

Hasil keria van" di-roleh 
Moral dan Perilaku 
Keriasama 
Kreativitas dan lnovasi 

:2 LamaPe -~"'-:,,l0Tahun 
>20Tahun 
>30Tahun 

3 Kelen Berllaa 

SKOR KETERAKOAK 

Surat Keteran"an Hukuman Disiolin 
Surat Pernvataan dari K-ala OPD 
Fotooo"" SK CPNS PNS dan - t terakltlr 
Fotooonv SK Konversi NIP 
FotoOO"" SK dalam ;abatan terakhir 
Fotooonv liazah dan Transkrin Nilai 
Pas Photo terbaru 4x6 sebanvak 1 {satul lembar 

4 Pen 
Bintane: Jasa 
Sa"•aiancana "•-- Sa"•a 
Piae:am vana bersi.fat nrestasi keria 
Pendidikan 
Dildat -nienianaan 
Kursus dan I atau diklat 

JUMLAB 

PEJABAT BERWENAKG, 

................ . ................. 


